
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban 

Pidana 

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Straf baarfeit dan dalam kepustakaan 

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 

undang-undang merumuskan suatu undang-undang memperguanakn istilah 

peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Para Pakar asing 

Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau 

Peristiwa Pidana, dengan istilah: 

1. Straf baarfeit adalah peristiwa pidana 

2. Strafbare Handlung diterjemhkan dengan Perbuatan Pidana, yang 

digunakan oleh para sarjana hukum jerman. 

3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal (Effendi, 

Erdianto. 2011: 53). 

 

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Straf baarfeit, terdiri atas tiga 

kata, yaitu straf, baardan feit. Yang masing-masing memiliki arti: 

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukuman 

2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 

3. Feit diartikan sebagai tindak,peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 

 

Jadi istilah Straf baarfeit dalah peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut 

delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. 



 

 

Pengertian harfiah nya, Straf baarfeit itu terdiri dari kata feityang dalam 

bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau eengedeelte van de 

werkelijkheid, sedangkan strafbaarberarti dapat dihukum hingga secara harfiah 

kata strafbaarfeitdapat dihukum ( Ilyas,Amir.Yuyun Widaningsih. 2012: 53) 

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari straf baarfeit oleh 

berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda 

meskipun maksudnya mungkin sama. Menurut Achmad Ali Delik adalah 

pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau pun 

undang-undang dengan tidak membeda-bedakan apakah pelanggaran itu di 

bidang hukum privat atau pun hukum publik, termasuk hukum 

pidana.Tampaknya Achmad Ali dalam hal ini membeda-bedakan bahwa delik 

itu bukan hanya delik pidanasaja, melainkan ada pula delik perdata ataudelik 

privat. Menurutnya maksud dari delik pidana adalah pelanggarandan kejahatan 

seperti yang telah di bahas sebelumnya (Achmad Ali. 2009: 34). 

Di sisi yang sama, Andi Hamzah juga tidak jauh berbeda pendapatnya 

dengan Achmad Ali. Di mana Delik menurutnya yaitu:“Delict strafbaar feit, 

vergrijp (tindak pidana), misdriff (kejahatan).”Menurut Pompe Straf baar feit 

secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan 

sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman terhdappelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum 

Istilah Strafbaarfeitharuslah dihubungkan dengan sifat wederrechtelijkatau aan 

schuld wijtenatau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan 

baikdengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Menurut Jonkers Straf 



 

 

baarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan 

yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan 

atau kesalahan Keterhubungan denyang dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggung jawabkan (Achmad Ali. 2009:53) 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut dengan 

teoreken baard heid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang 

terjadi atau tidak. Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah 

sebagai berikut: 

1. Mampu bertanggungjawab. Unsur mampu bertanggungjawab mencakup: 

a. Keadaan jiwanya: 

1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 

(temporair) 

2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya), dan 

3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 

pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan lain 

sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar. 

b. Kemampuan jiwanya: 

1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 

2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan 

dilaksanakan atau tidak; dan 

3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 



 

 

Huda, Chairul dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa: Kemampuan 

bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke 

vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” 

(verstanddelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi 

digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogensdapat 

diterjemahkan dengan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang” (Huda, 

Chairul. 2008: 43). 

2. Kesalahan Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 

kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat 

yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 

bertanggung jawab. 

Menurut Moeljatno Kesalahan dan kelalaian sseorang dapat diukur dengan 

apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila 

tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu: 

a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 

b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan 

kealpaan/ kelalaian (culpa); 

d. Tidak adanya alasan pemaaf (Lamintang, P.A.F. 2013: 97). 

 

3. Kesengajaan (opzet) Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur 

kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Kesengajaan ini harus mengenai 

ketiga unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang 

menjadi pokok-alasan yang dilarang itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar 



 

 

hukum. Kesengajaan dapat dibagi tiga bagian, yakni (Lamintang, P.A.F. 

2013: 102-103): 

a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk) Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat 

tujuan (oogmerk) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah 

dimengerti oleh khalayak ramai. Dengan adanya kesengajaan yang bersifat 

tujuan, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai 

akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana 

(constitutief gevolg). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat 

dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukanakibatnya. Akibat ini oleh si 

pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi 

(voorstellen). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang 

bertentangan satu sama lain, yaitu: 

1) Teori kehendak (wilstheorie): menganggap kesengajaan ada apabila 

perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oeh pelaku. 

2) Teori bayangan (voorstellen-theorie): menganggap kesengajaan apabila 

si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang 

terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari 

itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. 

b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn) 

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, 

tidak bertujuan menjadi akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu 

benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, 

maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga 

dikehendaki oleh pelaku, kini juga ada kesengajaan menurut teori 



 

 

bayangan (voorstelling theorie) keadaaan ini sama dengan kesengajaan 

berupa tujuaan (oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang akibat 

tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya banyangan 

atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, 

maka juga kini ada kesengajaan. 

Menurut Van Hattum Kepastian adalah suatu kemungkinan yang sangat 

besar sedemikian rupa, bahwa seorang manusia biasa menganggap ada 

kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja. 

c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, 

mogelijkeheidsbewustzijn) Kesengajaan yang terang-terangan tidak 

disertai bayangan suatu kepastian akan trjadinya akibat yang 

bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka 

akan akibat itu.Apabila dalam gagasansi pelaku hanya ada bayangan 

kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, 

maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya 

kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan oleh si pelaku, 

terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat 

kemudian toh terjadi.  

4. Kealpaan (Culpa) ( Sofyan,Andi. 2013, 74-75) Kelalaian merupakan salah 

satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar 

perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 

dikarenakan perilaku orang itu sendiri.Kelalaian menurut hukum pidana 

terbagi dua macam yaitu: 



 

 

a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya 

sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat 

yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 

KUHP; 

b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari 

kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum 

pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.Sedangkan kealpaan itu sendiri 

memuattiga unsur, yaitu: 

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut 

hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah 

melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan 

hukum; 

2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir 

panjang; 

3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus 

bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. 

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf Hubungan petindak dengan dengan 

tindakannya ditentukan oleh kemampuanbertanggungjawab dari 

petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan 

dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat 

menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. 

Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bntuk 

hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan 



 

 

tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang 

demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. 

Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah 

adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga 

perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-

unsur subjektif yaitu: 

1. Kesalahan; 

2. Kesengajaan; 

3. Kealpaan; 

4. Perbuatan; dan 

5. Sifat melawan hukum. 

 

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur 

objektif yaitu: 

1. Perbuatan; dan 

2. Sifat melawan hukum. 

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 

terdapat dalam KUHP adalah: 

1. Daya Paksa Relatif (Overmacht), (Pasal 48 KUHP); 

2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer), (Pasal 49 Ayat (2) 

KUHP); dan Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan 

perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP 

3.  

 



 

 

2.2 Pengertian Peminadaan dan Teori Peminadaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van 

Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:  

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, 

peraturan umum yang dapatditerapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 

diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara 

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 

harus diperhatikan pada kesempatan itu (Leden Marpaung, 2009:  2). 

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam 

perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki 

pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari 

waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. 

Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free 

will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga 

dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht).  

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganutsingle track system berupa 

sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana.  

Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, 

sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. 



 

 

Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak 

memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran (Tolib 

Setiady, 2010: 77) 

Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme 

yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the doctrine of free will). 

Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi 

dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan 

atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan 

pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki 

adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi 

pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana 

sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim 

yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri 

harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran 

ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang 

terlepas dari kenyataan sosial (Tolib Setiady, 2010: 78) 

Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut muncullah 

teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai 

berikut: 

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (Vergeldings Theorien).  

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan 

Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan 

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan 



 

 

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, 

dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen) (Farid, A.Z. 

Abidin dan Andi Hamzah, 2006: 289) 

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang 

bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan 

sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu 

sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan 

semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan 

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan 

keadilan. 

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas 

pembalsan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah 

pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah 

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar(Farid, 

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006: 289) 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, 

karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat 

menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana 

kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana 

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi 

menjadi keharusan. 



 

 

 

 

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa 

pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan 

dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, 

misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, 

dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. 

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak 

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan. 

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana 

pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada 

pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke 

masyarakat. 

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu 

preventif,detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk 

melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari 

masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut 

melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan 



 

 

perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan 

dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali 

melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu 

pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus 

dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si 

penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa 

depan. 

Menurut Muladi tentang teoriini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi saranamencapai tujuan yang bermanfaat 

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi 

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan 

kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan 

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya 

menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori 

tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepda upaya agar dikemudian 

hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). 

 

2.3 Cybercrime dan Cyberporn 

Sebelum mengurai pengertian cybercrime, terlebih dahulu dijelaskan 

“induk” cybercrime yaitu cyberspace. Cyber space dipandang sebagai sebuah 

dunia komunikasi yang berbasis komputer. Cyberspace dianggap sebagai sebuah 

realitas baru dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan internet (Maskun. 

2011:  36). 



 

 

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di 

dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya 

para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. 

Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyberspaceinilah yang kemudian dikenal 

dengan istilah computer crime. Dalam beberapa kepustakaan, cybercri mesering 

diidentikkan sebagai computer crime. Computer crime merupakan perbuatan 

melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/ alat atau 

komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, 

dengan merugikan pihak lain. Cybercri metidak hanya menggunakan 

kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi 

telekomunikasi di dalam pengoperasiannya (Maskun. 2011:  51) 

Membahas ruang lingkup cybercrime adalah hal yang penting untuk 

memberi batasan cakupan cybercrime. Menyadari bahwa perkembangan internet 

yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. 

Beberapa tahun yang lalu, puluhan ribu pemakai internet terkena virus e-mail 

“melissa” dan “explore.zip.worm” yang menyebar dengan cepat, menghapuskan 

arsip-arsip, mengharuskan sistem-sistem, dan menyebabkan perusahaan-

perusahaan harus mengeluarkan jutaan dollar untuk mendapatkan bantuan dan 

batas waktu. Pada bulan Februari tahun 2000, misalnya, beberapa jaringan 

konsumen dan komersial yang paling populer seperti Yahoo!, Amazon, eBay, 

CNN.com, dan E-trade ditutup oleh para pecantol (cracker) yang mengirimkan 

begitu banyak pesan-pesan sehingga jaringan-jaringan tersebut kelebihan beban.  

Disamping itu, jaringan-jaringan lain telah menjadi sasaran pembajakan halaman 

(page jacking) yang menghubungkan para pemakai ke jaringan-jaringan yang 



 

 

tidak diinginkan. Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup 

cybercrime, yaitu:  

(a) pembajakan;  

(b) penipuan; 

 (c) pencurian;  

(d) pornografi;  

(e) pelecehan;  

(f) pemfitnahan; dan  

(g) pemalsuan. 

Pengertian cyberpor natau pornografi di internet diatur dalam Pasal 27 

ayat (1) UU ITE yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan yang melanggar kesusilaan 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, di 

antaranya, yang pertama dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku 

yang dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, 

menstransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi 

dan trasmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini. 

Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/ atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga 

tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Menurut Budi Suharyanto terdapat empat 



 

 

pihak yang yang bekerja dalam mewabahnya pornografi di internet, yaitu: yang 

memproduksi (produsen/ pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang 

menerima penyebaran dan/ atau pihak yang mengakses. Oleh karena itu, untuk 

produsen dan pemilik perangkatlunak dan perangkat keras dalam hal program 

muatan pornografi yang dijerat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tetapi dikenakan 

dengan Pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 50 UU ITE. Dimana ancaman pidananya 

lebih berat daripada Pasal 45 yang diperuntukkan untuk distributor Budi 

Suharyanto, Yang kedua, dalam hal muatan informasi elektronik dan/ atau 

dokumen elektronik. Pasal 27 ayat (1) ini mengatur pelanggaran dalam hal 

penyebaran informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan yang melanggar kesusilaan. Ditegaskan dalam hal muatan ini 

mengandung bias makna.  

2.4 Bentuk-Bentuk Putusan dalam Perkara Pidana 

Terdapat bentuk-bentuk putusan dalam perkara pidana yang dijatuhkan oleh 

hakim, yaitu: 

1. Putusan Bebas (Vrijspraak) 

Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim 

disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, sedangkan dalam rumpun Anglo-

Saxon disebut putusan “Acquittal”. Pada asasnya, esensi putusan bebas terjadi 

karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam 

surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.  

 



 

 

Atau untuk singatnya lagi terdakwa “tindak dijatuhi pidana”. Apabila kita 

bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas/ 

Vrijspraak dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena (RM, Suharto. 

2012: 74): 

a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. 

b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 

secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 

Sedangkan menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 ayat (1) KUHAP 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti 

menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 

ketentuan hukum acara acara pidana  

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle 

rechtsvervolging) Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara 

eksplisit tentang “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau 

“Onslag van alle rechtsvervolging”. Pada ketentuan pasal tersebut maka 

putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan 

redaksional bahwa:“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana, maka terdakwa diputuslepas dari segala 

tuntutan.”Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) 

KUHP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, 

tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum memang 

terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat 



 

 

dipidana karena perbuatan yangdilakukan terdakwa tersebut bukan 

merupakan “perbuatan pidana”. 

3. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)  

Putusan pemidanaan atau “Veroordeling”pada dasarnya diaturdalam Pasal 193 

ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa:“Jika pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 

maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim menjatuhkan putusan 

pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-

fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam 

surat dakwaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


